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Menimbang :

KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan

daerah yang transparan, responsif, efisien, efektil,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Mimika Nomorl8 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)
Kabupaten Mimika Tahun 2019;

bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD
dapat  diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
keadaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat;

bahwa dalam perjalanan Tahun Anggaran 2019
terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang
berdampak terhadap program dan kegiatan
pembangunan daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten MimikaTahun 2019

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Otonom lrian Barat dan Kabupaten -
Kabupaten otonom di Propinsi Irian Jaya Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47: Tambahan Lembaran Negara Nomor
2907);

Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



T

10.

11.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lebaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah diubah  beberapa  kali,
terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atasUndang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah
daerah (lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
7015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara  Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Penggelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaarn, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika
Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
MIMIKA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiini,yangdimaksud dengan :

{3%

2.

Daerah adalah Kabupaten Mimika;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;



4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu  lingkungan
wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu;

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) yang penyusunannya
dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran visi, misi dan program Bupati yang
penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pernbangunan Jangka Panjang;

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan
OPD untuk periode 5 (lima) tahun;

8 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaar OPD untuk
periode 1 (satu) tahun;

9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun;

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika untuk periodel (satu) Tahun yakni Tahun
Anggaran 2020;

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten
Mimika Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten
Mimika Tahun 2019 adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan
Pembangunan Tahunan Daerah di Kabupaten Mimika untuk Tahun
2019, dengan tujuan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana
secara berdaya guna dan berhasil guna.



Pasal 4

Organisasi Perangkat Daerah (OPDjdi Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika,agar menggunakan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Perubahan (RKPD-P)Kabupaten Mimika Tahun 2019 sebagai
acuan dalam menyusun rencana perubahan berbagai program dan
kegiatan pembangunan sesual dengan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan masing-masing

Pasal 5

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P)Kabupaten Mimika Tahun
2019 pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuar
keuangan daerah

Pasal 6

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaarn pembangunan yvang
terpadu dan berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2019 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangar
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
Pada tanggal, 26 Agustus 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG
Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 27 Agustus 2019

B. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 23.
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